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SUSUNAN PERSIDANGAN 
  
1) Anwar Usman       (Ketua) 
2) Aswanto        (Anggota) 
3) Arief Hidayat       (Anggota) 
4) Wahiduddin Adams      (Anggota) 
5) Suhartoyo        (Anggota) 
6) Manahan MP Sitompul      (Anggota) 
7) Saldi Isra        (Anggota) 
8) Enny Nurbaningsih       (Anggota) 
9) Daniel Yusmic P. Foekh     (Anggota) 

 
A. A. Dian Onita      Panitera Pengganti 
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Pihak yang Hadir: 
 
A. Kuasa Hukum Pemohon: 
 

1. Heru Widodo 
2. Feri Wirsamulia 
3. R. Ahmad Waluya Muharam 
4. Dhimas Pradana 
5. Aan Sukirman 
6. Andi Afdal Hakim 
7. Naufal Reynaldo 
8. Afiyah Rohana 

 
B. Pemerintah: 
 

1. Tio Serepina Siahaan  (Kementerian Keuangan) 
2. Ayu Sukorini   (Kementerian Keuangan) 
3. Ardiansyah    (Kementerian Hukum dan HAM) 
4. Erwin Fauzi   (Kementerian Hukum dan HAM) 
5. Ayu Sukorini   (Kementerian Keuangan) 

 
C. Pihak Terkait: 

 
1. Mufti Asmawijaya 
2. Abdul Hanan 
3. Togar Sinaga 
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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 
 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk 

kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi! 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 
 
Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang 

dan salam sejahtera. Pemohon hadir para Kuasanya, Yang Mulia, dari 
sebelah kiri saya ada rekan Feri Wirsamulia. Saya Heru Widodo. Di 
sebalah kanan saya berurutan Ahmad Waluya Muharam, Dhimas 
Pradana, kemudian Aan Sukirman. Di belakang ada Naufal Reynaldo, 
Afiyah Rohana, dan Andi Afdal Hakim, Yang Mulia. Terima kasih. 

 
3. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Ya, baik. Dari DPR ada surat pemberitahuan masih dalam masa 
reses. Dari Kuasa Presiden, silakan! 

 
4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintahan hadir saya sendiri, 
Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak 
Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan 
Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Tio Serepina, Kepala Biro 
Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian, Ibu Ayu Sukorini, Kepala 
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kementerian Keuangan. Terima 
kasih, Yang Mulia.  

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, Pihak Terkait, silakan siapa yang hadir! 
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6. PIHAK TERKAIT: MUFTI ASMAWIJAYA 
 

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat 
siang, salam sejahtera. Kami dari OJK selaku Pihak Terkait, hadir pada 
hari ini, saya sendiri, Mufti Asmawijaya dari Departemen Hukum OJK. 
Sebelah kanan kami adalah Bapak Abdul Hanan dari Grup Penelitian 
Hukum Sektor Jasa Keuangan. Dan sebelah kiri, Pak Togar Sinaga dari 
Direktorat Pengaturan Industri Keuangan Nonbank. Demikian, Yang 
Mulia. 

 
7. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Ya, baik. Agenda persidangan untuk perkara Nomor 5/PUU-
XVIII/2020 adalah mendengar keterangan DPR dan keterangan Pihak 
Terkait. DPR berhalangan, kemudian dari Pihak Terkait OJK ada 
mengirim surat minta penundaan, ya? Karena belum siap. Di surat OJK 
ini, tanggal 10 Maret baru terima, ya? Kemarin?  

 
8. PIHAK TERKAIT: MUFTI ASMAWIJAYA 

 
Betul, Yang Mulia.  
 

9. KETUA: ANWAR USMAN 
 
Padahal kami kirim ini berdasarkan bukti yang ada tanggal 5 

Maret. 
 

10. PIHAK TERKAIT: MUFTI ASMAWIJAYA 
 

 Betul, Yang Mulia. Kami juga sedang meneliti sampai sejauh ini 
karena ternyata baru sampai ke Ketua Dewan Komisionernya kemarin 
siang. 

 
11. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Oh, diterima oleh (…) 
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12. PIHAK TERKAIT: MUFTI ASMAWIJAYA 
 

 Oleh Sekretaris Dewan Komisioner, Ketua Dewan Komisioner. 
 

13. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Oh, mungkin (…) 
 

14. PIHAK TERKAIT: MUFTI ASMAWIJAYA 
 

 Ada hambatan di (…) 
 

15. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Melalui proses-proses. Ya, biasa begitu juga, sih. Ya, sebenarnya 
MK dengan OJK kan sebelah sini, ya. Dekat, ya. Bisa jalan kaki. 

 
16. PIHAK TERKAIT: MUFTI ASMAWIJAYA 
 

 Bisa jalan kaki. 
 

17. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Baiklah. Ya, lain kali coba dicek, ya, supaya ya, siapa tahu 

biasanya kalau ini surat kilat khusus kalau tidak salah. Satu hari. Jadi, 
nanti bisa disampaikan kepada TU penerima surat itu supaya hal-hal 
seperti ini mendapat prioritas. Ya, baiklah kalau begitu untuk lain kali ya, 
menjadi catatan. Jadi, tanggal 10 itu bisa saja baru diterima di 
Sekretariat Dewan Komisaris, ya. Tapi mungkin diterimanya sebelum itu, 
ya. Kalau begitu, sidangnya ditunda hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, 
pukul 14.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pihak 
Terkait OJK, ya. Sudah jelas, Pemohon? 

 
18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 
 

 Jelas, Yang Mulia. Terima kasih. 
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19. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya. Kuasa Presiden? Ya, terpaksa kita tunda. Dengan demikian, 
sidang selesai dan ditutup. 

 
 

 
 
   

Jakarta, 11 Maret 2020 
  Panitera, 

                           
                          
                                                                    t.t.d.      
             

  Muhidin 
  NIP. 19610818 198302 1 001 
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